Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 396/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/ 2020

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH

PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI

POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

a. bahwa dalam rangka melaksakan ketentuan Pasal 40

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
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Mengingat

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang
Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling
Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang Dalam Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam
Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota;
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9.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017

tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 616);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
159);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
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13.

14.

15.

16.

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 716};

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kota
Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-
Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor
190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374
/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang Tahun 2020;
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Memperhatikan

Menetapkan

17.

18.

;1.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
Nomor 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020
tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Semarang Lanjutan Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
Nomor 363/PL.01.2-Kpt/3374 /KPU-Kot/VII/2020
tentang Pedoman Teknis Pemilihan Pelaksanaan
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota
Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota
Semarang Nomor : 978/372 Tahun 2019 dan Nomor :
1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX /2019 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan
Walikita dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Semarang Nomor : 189/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-
Kot/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 Tentang
Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling
Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN
2020.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perolehan Kursi Partai Politik dan Suara Sah Partai Politik
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Semarang Tahun 2019 sebagai dasar
penghitungan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling
sedikit sebagai persyaratan pasangan calon dari partai
politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
memenuhi syarat untuk mengusulkan Bakal Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020
adalah sebagai berikut :

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Golongan Karya

Partai Nasdem

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Solidaritas Indonesia

Partai Amanat Nasional

Partai Demokrat

Menetapkan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau

e L I

Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal
Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang Tahun 2020, paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2019, yaitu 20% x
50 kursi = 10 (sepuluh) kursi.

Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan
Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah Partai
Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
Tahun 2019, yaitu 25%x922.727 = 230.681,75 (dua ratus
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KELIMA

KEENAM

tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu koma

tuyjuh puluh lima) suara kemudian dibulatkan menjadi
230.682 (dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan
puluh dua) suara.

Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Semarang ini berlaku :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
Nomor 105/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019 tentang
Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik
Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2019 sebagai Dasar
Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun
2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Semarang Nomor 106/PL.02.2-Kpt/3374 /KPU-
Kot/X/2019 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2019
sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk
Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
Tahun 2020.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

)

o

HENRY CASAINDRA GULTOM
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

NOMOR 396/PL.02.2-Kpt/3374 /KPU-Kot/VIII /2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING
SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO PARTAI POLITIK PEROLEHAN PEROLEHAN
KURSI SUARA SAH
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 4 82.380
2 | PARTAI GERINDRA 6 101.363
3 | PDI PERJUANGAN 19 330.891
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA 3 66.109
S5 | PARTAI NASDEM 2 42.370
6 | PARTAI GARUDA - 3.399
7 | PARTAI BERKARYA - 12.141
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PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 6 76.651
PARTAI PERINDO - 19.391

10 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN - 24.471
11 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2 40.357
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL 2 36.646
13 | PARTAI HANURA - 13.863
14 | PARTAI DEMOKRAT 6 67.726

15 | PARTAI BULAN BINTANG - 3.050

16 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA - 1.919
JUMLAH 50 922727

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

-

HENRY CASANDRA GULTOM

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota




